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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 

Proyek Perubahan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Direktorat 

Jenderal Otonomi Daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada 

Pemerintah Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ditandai 

dengan banyaknya pengetahuan dan teknologi baru yang bisa di manfaatkan 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi dalam melakukan pengelolaan 

komunikasi yang berjalan semakin kompleks. Pekerjaan di kantor adalah contoh 

konkret dari sebuah komunikasi yang kompleks itu dengan melibatkan banyak 

orang, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Sistem informasi berbasis 

internet mendadak menjadi sebuah trend saat pandemi Covid-19. Sistem 

komunikasi berbasis internet dan aplikasi juga bertujuan untuk meminimalisir 

pertemuan secara langsung dengan orang-orang Daerah/Pemda karena hal tersebut 

sangat rentan menimbulkan praktik transaksional. 

Pentingnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandalkan 

kecepatan, ketepatan dan akurasi untuk menunjang paradigma pelayanan publik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam menuju ke arah digital. Kondisi 

existing sejatinya seluruh penyelenggara pemerintahan telah menggunakan aplikasi 

pertemuan digital seperti, Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Namun 

Kemendagri melalui Ditjen Otda ingin membawa pelayanan dengan pemanfaatan 

digital ke tahap yang lebih tinggi melalui KOVI OTDA sebagai layanan konsultasi 

Virtual Pertama yang menggunakan Platform METAVERSE dengan memastikan 

pelayanan yang terpadu dalam sebuah sistem yang terintegrasi satu dengan yang 

lainnya. 

Keberadaan KOVI OTDA merupakan salah satu dari bagian aplikasi 

pertemuan digital dengan berbasis kepada metaverse. Keberadaan KOVI OTDA 

merupakan komitmen Ditjen Otda Kemendagri sebagai bentuk penerapan E-

Government dalam institusi pemerintahan. Keberadaan KOVI OTDA ke depan tidak 

hanya berurusan dengan persoalan efisiensi biaya dan kecanggihan teknologi namun 

juga berkaitan erat dengan keterwujudan nilai-nilai yang mencerminkan tata kelola 
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pemerintahan yang baik seperti transparansi, keterbukaan, ketepatan kebijakan, 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat. 

Secara sederhana, kita bisa mengartikan bahwa kesuksesan KOVI OTDA sebagai 

tindak lanjut implementasi E-Government tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan teknologi terbaru, namun yang paling penting adalah tujuan besar dari 

penerapan teknologi tersebut yakni memberikan akses kemudahan pemberian 

konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan amanat 

Pembinaan dan Pengawasan yang melekat kepada Kementerian Dalam Negeri 

khususnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.  

1.2 LATAR BELAKANG 

Seiring dengan berjalannya waktu kemajuan ilmu pengetahuan teknologi 

mulai berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu indikasi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ditandai dengan banyaknya 

pengetahuan dan teknologi baru yang bisa di manfaatkan manusia dalam berbagai 

aspek kehidupan. Manusia dan teknologi, merupakan dua kata yang tidak akan 

pernah memiliki ujung pembahasan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

paling sempurna selalu melakukan inovasi di segala bidang hanya untuk 

memudahkan aktivitas yang ada dalam kehidupannya. Termasuk juga inovasi dalam 

melakukan pengelolaan komunikasi yang berjalan semakin kompleks. Pekerjaan di 

kantor adalah contoh konkret dari sebuah komunikasi yang kompleks itu. 

Melibatkan banyak orang, baik itu pegawai internal maupun rekan bisnis (Pemda) 

sebagai pihak eksternal. Dibutuhkan adanya sistem informasi yang bisa 

menghubungkan kedua pihak tersebut agar dapat terus berkomunikasi. Jalan yang 

mudah ditempuh ialah komunikasi menggunakan internet karena kecanggihan 

teknologi yang satu ini bisa menembus seluruh kalangan kelas sosial di masyarakat, 

waktu bahkan batasan geografis. Kita rasakan juga sekarang di masa pandemi ini, 

semua mulai berubah. Sistem informasi berbasis internet mendadak menjadi 

sebuah keniscayaan dan kebutuhan fundamental dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, bisa kita lihat yang tadinya jarang atau bahkan tidak pernah kita 

melakukan rapat virtual/zoom meeting, sekarang zoom meeting merupakan hal 

yang biasa dan bahkan lebih kita gemari.  
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Berdasarkan data PBB di tahun 2014, Indonesia dalam model pelayanan 

publik berbasis elektronik dengan presentasi penggunaan sebagaimana disebutkan 

di dalam Gambar 1  dan Gambar 2 bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari 

Singapura dalam penggunaan teknologi berbasis elektronik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dapat dilihat sebagai berikut;  

 

Tabel 1 Indikator Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Indonesia 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Indikator Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Singapura 

Lebih lanjut Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2018 Indonesia 

menempati posisi 107 pada World E-Government Development Ranking yang 

dikeluarkan oleh lembaga PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) (United Nations, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 World E-Development Ranking 
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Selama dua dekade ini, Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang 

cukup besar. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat perlahan mulai bergeser dari 

nilai tradisional menuju modern. Hal ini perlu di respon dengan perubahan pada 

tubuh birokrasi institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Perlu adanya perubahan perspektif Administrasi, meninggalkan 

Perspektif Old Public Administration menuju Perspektif New Public Service. Janet dan 

Robert Denhardt (Denhardt & Denhardt, 2003) mengemukakan bahwa salah satu 

karakter dari prinsip New Public Service yakni Organisasi Pemerintah dan para 

pemangku kepentingan bekerja sama dalam proses kolaborasi (processes of 

collaboration) dan kepemimpinan bersama (shared leadership).  

Berdasarkan Kerjasama antar instansi pemerintah masih sangat kurang. 

Sinergisme dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih sangat minim. Hal ini 

membuat pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia masih jauh tertinggal 

dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkan publik publik terintegrasi 

satu pintu. Proses kolaboratif dan kepemimpinan bersama masih kerap diabaikan 

karena ego sektoral. Pada masa New Normal nanti, sinergitas dan koordinasi antar 

lembaga sangatlah dibutuhkan. Akses masyarakat ke kantor-kantor institusi 

pemerintah akan dibatasi dan mempersulit mereka dalam mengakses pelayanan 

publik. Apabila pelayanan secara konvensional tidak dialihkan kepada pelayanan 

berbasis elektronik secara terpadu, maka hal tersebut akan merugikan masyarakat. 

Para pemangku kepentingan harus merombak dan mengoptimalisasikan model 

integrasi vertikal dan integrasi horizontal untuk membantu masyarakat mengakses 

layanan publik pada masa New Normal, tanpa harus mengunjungi kantor instansi 

pemerintah. 

Inersia atau kelambanan organisasi harus dihindari dalam periode evolusi 

lingkungan atau teknologi saat ini. Kelambanan birokrasi, norma dan proses 

pemerintahan yang ketat, kekuatan hierarkis yang mengakar, dan ikatan 

menguntungkan yang ada di antara lembaga-lembaga, semuanya merupakan 

hambatan bagi inovasi dan adaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan yang berubah 

adalah suatu keharusan bagi organisasi. Model pemerintahan tradisional yang 
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didasarkan pada gagasan “konstruksi, pemeliharaan, dan aplikasi hanya dari 

pemerintah” telah membangun prosedur yang tidak fleksibel dan kompleks. Cloud, 

yang beroperasi berdasarkan gagasan “pemisahan kepemilikan dan operasi TI,” 

memerlukan reorganisasi struktur organisasi dan proses bisnis bagi agensi pemerintah 

untuk beradaptasi. 

A. KONDISI SAAT INI 

Berdasarkan kondisi diatas disertai memperhatikan arahan Bapak Mendagri 

pada Sabtu, 22 Januari 2022 secara virtual dalam arahannya Beliau menyampaikan, 

untuk meminimalisir pertemuan secara langsung dengan orang-orang Daerah/Pemda 

karena hal tersebut sangat rentan menimbulkan praktik transaksional, oleh karenanya 

kehadiran KOVI OTDA merupakan salah satu jalan alternatif sekaligus tindak lanjut 

arahan bapak Mendagri tersebut dalam memperpendek ruang pertemuan tatap muka, 

yakni menyempurnakan dan mengimplementasikan secera menyeluruh sebuah 

Program Layanan Konsultasi Virtual Ditjen OTDA.  Kehadiran KOVI OTDA tidak lepas 

dari beberapa temuan yang menunjukan masih banyaknya praktik transaksional 

dalam lingkup Kementerian/Lembaga khususnya yang bersinggungan dengan 

Pemerintah Daerah. Berikut potret beberapa temuan proses-proses transaksional di 

lingkup Kementerian/Lembaga dari berbagai sumber;   
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Gambar 1 Tingginya Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi 

 

Gambar 2 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi Jabatan 

 

 



7 

 

 

Gambar 3 Rekapitulasi PNS Yang Terlibat Korupsi dalam Lingkup Kementerian/Lembaga 

Hal lain yang turut melatarbelakangi perlunya optimalisasi penguatan KOVI 

OTDA adalah kompleksitas kebijakan Ditjen Otda dan tingginya permintaan 

pelayanan konsultasi kebijakan mengenai otonomi daerah. Dengan agenda reformasi 

birokrasi yang mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan publik. Melalui 

implementasi E-Government, Pemerintah Daerah tetap dapat mengakses informasi 

dan layanan publik. Dengan adanya fasilitas tersebut, interaksi antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan akan menjadi lebih produktif dan efisien 

karena tidak mengharuskan untuk melakukan pertemuan secara tatap muka dan 

membebani kas anggaran negara untuk melakukan koordinasi. Terkait dengan 

kompleksitas kebijakan yang melekat pada Ditjen Otda di antaranya permohonan 

aspirasi pemekaran dan kelayakan pemekaran, permohonan konsultasi dalam 

penyelenggaraan Otonomi Khusus/Istimewa, penyelesaian sengketa dalam urusan 

pemerintahan yang melibatkan pemerintah dengan swasta, permohonan fasilitasi dan 

konsultasi penyusunan Peraturan Daerah, konsultasi penyelesaian persoalan kepala 

daerah dan DPRD, dan lain sebagainya yang ke semuanya merupakan ruh dan inti 
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penyelenggaraan dan mandat Otonomi Daerah. Dapat penulis sampaikan bahwa 

dengan tingginya sensitivitas kebijakan yang melekat pada Ditjen Otda transparansi 

pelayanan, konsultasi ataupun permohonan fasilitasi urusan pemerintahan daerah 

perlu dilakukan terobosan nyata dengan membuat sebuah penguatan dalam 

penyelenggaraan berbasis pada digitalisasi secara tersistematis.   

Selain itu ada hal urgensial lain yang mengharuskan penguatan terhadap 

optimalisasi keberadaan KOVI OTDA yakni tingginya jumlah permintaan pelayanan 

konsultasi kepada Ditjen Otda yang berkaitan dengan kebijakan Otonomi Daerah. 

Berikut data yang terhimpun permohonan konsultasi berdasarkan surat sejak Januari 

s.d September 2022:  

 

Gambar 4 Permohonan Konsultasi Ditjen Otda Berdasarkan Surat Masuk 

Berdasarkan data di atas sejatinya dapat penulis sampaikan bahwa permohonan 

konsultasi kepada ditjen Otda sebagaimana grafik di atas tidak mencerminkan secara 

keseluruhan jumlah permohonan konsultasi yang masuk pada Ditjen Otda. Praktiknya 

di lapangan, banyak konsultasi yang dilakukan pihak aparatur Pemerintah Daerah 

(Provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak melalui usulan surat resmi yang masuk. Hal ini 

tentu bukan tanpa alasan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya salah 

satunya sistem birokrasi yang Panjang. Implikasi jangka panjangnya adalah kesulitan 

dalam melakukan proses tracking terhadap persoalan yang mungkin timbul di masa 
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yang akan datang atau dalam spektrum yang lebih tinggi potensi proses penyelewengan 

atau ketidaksesuaian prosedur sulit dilacak jika tidak melalui sebuah sistem yang 

terintegrasi.   

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN 

Kehadiran KOVI OTDA diharapkan mampu menjadi suatu sistem yang 

terintegrasi dalam melakukan tracking proses konsultasi serta jaminan transparansi 

dalam pelayanan konsultasi. Sehingga penulis dapat mengambil benang merah bahwa 

keberadaan KOVI OTDA sebagai alternatif dalam mengatasi tingginya jumlah 

permintaan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Penerapan E-

Government melalui kehadiran KOVI OTDA sama sekali tidak sama dengan 

menjadikan kantor-kantor pemerintahan sebagai lingkungan high-tech (teknologi 

tinggi), melainkan kehadiran E-Government bertujuan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat pada 

orang-orang yang menggunakan layanan-layanan tersebut  

Dengan adanya online sistem yang dikelola secara terpadu, tergambar dalam 

bagan di bawah ini:  

 

Bagan 1 hubungan keterkaitan pelayanan terpadu berbasis online 
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Optimalisasi penggunaan KOVI OTDA menjadi kebutuhan mendesak 

dikarenakan beberapa faktor diantaranya; pertama Kondisi existing KOVI OTDA baru 

menjangkau ditingkat Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga optimalisasi dalam 

proyek perubahan ini bertujuan pada jangka panjang pengembangan pelayanan KOVI 

OTDA dapat dirasakan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah diseluruh level 

(Provinsi dan Kabupaten Kota). Kedua, Fakta lain penggunaan pelayanan KOVI OTDA 

hanya pada Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, 

padahal terdapat 4 (empat) Direktorat lain dibawah Ditjen Otda yang juga dalam 

kesehariannya memiliki interaksi dengan intensitas yang tinggi dengan Pemerintah 

Daerah dalam pemberian pelayanan. Ketiga Membuat Pedoman Pelayanan Publik 

Kepada Pemerintah Daerah mengenai penggunaan Aplikasi KOVI OTDA, Keempat 

dari hasil monitoring implementasi KOVI OTDA sejak April 2022 dirasa belum 

optimal, kondisi existing  belum ada rekam jejak menggunakan KOVI OTDA dan 

pelayanan KOVI OTDA belum melalui tahapan kesepakatan atau surat pemberitahuan 

resmi yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan konsultasi secara virtual. 

Hal lain yang juga berpengaruh adalah fasilitas sarana dan prasarana pendukung KOVI 

OTDA dibeberapa daerah belum tersedia, bilamanapun sudah terdapat sarana dan 

fasilitasnya pengetahuan dan kemauan aparatur penyelenggara pemerintah daerah 

belum siap menggunakan layanan metaverse.  

C. Diagnosa Organisasi  

Untuk mewujudkan perubahan mekanisme kolabarasi ASN antara 

Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah diperlukan identifikasi 

kapasitas organisasi sebelum melakukan proyek perubahan secara sistematis. Guna 

menjawab permasalahan isu strategis sebagaimana di atas, diperlukan diagnosis 

organisasi untuk mengetahui kemampuan apa yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum melakukan aksi perubahan, Project 

Leader perlu mengetahui keadaan organisasinya dengan melakukan diagnosa 

organisasi. Penerapan yang dilakukan pada diagnosa terhadap organisasi Direktorat 

Jenderal Otonomi Daerah dalam menjalankan KOVI OTDA  sebagai suatu sistem, 

maka dapat kita lihat dari sudut pandang fungsional yaitu dengan memperhatikan 

fungsi-fungsi yang dilakukan organisasi tersebut. Kita juga dapat membedakan sub-

subsistemnya menurut tingkatan manajerial dan lain sebagainya. Namun demikian 
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untuk keperluan pembahasan kita, kiranya akan lebih bermanfaat bila kita mengikuti 

cara pengelompokan yang dilakukan oleh Beer dan Huse (1980), sebagai berikut: 

 

Bagan 2 Organisasi Sebagai Sistem Terbuka 

Konsep Organization as an Open System (organisasi sebagai sistem yang 

terbuka) merujuk kepada perlunya kesinambungan dan kolaborasi antar level 

pemerintahan secara terbuka. Kehadiran KOVI OTDA adalah bagian dari kesuksesan 

reformasi organisasi  pemerintahan dengan cara yang cerdas dapat implementatif 

dilapangan. Perubahan ini tidak hanya membahas aktivitas baru yang harus dilakukan 

organisasi, tetapi juga mencakup tugas-tugas unit-unit organisasi yang harus 

dilakukan. Konfigurasi organisasi saat ini dalam administrasi publik umumnya 

terdesentralisasi dan berorientasi fungsional tetapi terpisah. Pemusatan sementara 

beberapa tugas dan kompetensi sangat penting untuk diterapkan guna 

menggabungkan sumber daya, memprioritaskan upaya, dan menawarkan dorongan 

untuk perubahan (misalnya, dalam program digitalisasi pemerintahan). Ada tiga tugas 

organisasi utama yang harus didiskusikan, didistribusikan, dan ditetapkan dalam 

administrasi publik jika pemerintahan yang cerdas ingin berhasil diimplementasikan: 

(1) arah strategis (strategic steering) sumber daya, proyek, dan tindakan; (2) 

koordinasi, berbagi pengetahuan, dan standardisasi; (3) pengembangan dan realisasi 

layanan baru dan berbagi solusi, dan standardisasi.  
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Penulis membatasi organisasi ini di lingkup Direktorat Jenderal Otonomi 

Daerah dalam rangka pemanfaatan KOVI OTDA, penerapan konsep Organization as 

an Open System dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Masukan (Input) usaha memasukkan energi dari lingkungan terjadi melalui 

interaksi dengan berbagai macam subsistem:  

➢ Sub-sistem Teknologi, sub-sistem ini mencakup aspek-aspek teknologi, 

mesin-mesin, proses dan metode yang digunakan dalam memproses 

suatu masukan menjadi suatu hasil produksi berupa barang atau jasa. 

Bahwa kedepan pemanfaatan teknologi dalam menunjang urusan 

konsultasi dan pembinaan terhadap daerah dapat pula memanfaatakan 

teknologi salah satunya adalah membudidayakan KOVI OTDA dalam 

agenda pekerjaan sehari-hari.   

➢ Sub-sistem Manajerial, jenjang organisasi, termasuk susunan atau 

kerangka peranan dan tanggung jawab, merupakan unsur penting dari 

suatu sub-sistem manajerial. Sub-sistem ini sangat dipengaruhi oleh 

teknologi organisasi, termasuk praktik-praktik nyata yang terjadi dalam 

organisasi itu sehari-hari. Kebijaksanaan yang digariskan serta 

ketentuan-ketentuan formal yang dipergunakan dan sikap 

pengambilan keputusan penulis sebagai salah satu pimpinan 

merupakan bagian dari konsep penerapan KOVI OTDA.  Kondisi 

existing KOVI OTDA sudah masuk dalam proses pengembangan yang 

lebih luas yakni, dalam tahap Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI 

OTDA dan telah dilakukan tahap penjajakan awal perumusan 

kesepakatan penggunaannya dengan Pemerintah Daerah.    

➢ Sub-sistem Manusia. Pada dasarnya sub-sistem manusia akan 

menentukan sub-sistem teknologi dan manajerial yang dipergunakan. 

Di dalam sub-sistem manusia ini terdapat manusia-manusia yang 

memasuki suatu organisasi dengan berbagai macam keahlian teknis 

dan manajerial, pengetahuan dan cita-cita tertentu. dalam internal 

Ditjen Otda kondisi existing keahlian dan keterampilan para ASN nya 

dalam pemanfaatan Teknologi sudah dalam kategori baik. 
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➢ Sub-sistem Budaya, sebagai hasil dari interaksi dari ketiga sub-sistem 

tadi, maka organisasi akan mengembangkan sub-sistem budaya 

tertentu yaitu suatu budaya yang mungkin hanya berlaku dalam 

organisasi tersebut. Sub-sistem ini akan menentukan cara bertindak 

manusia-manusia yang ada di dalamnya dan juga bagaimana cara 

mereka berinteraksi dengan lingkungannya. ASN dalam lingkup DItjen 

OTDA kondisi existing mengarah pada organisasi fungsi, maksudnya 

bahwa setiap ASN dari berbagai bidang tugas yang melekat harus 

memiliki keahlian khusus yang dapat menunjang kinerja organisasi 

dampaknya patolagi birokrasi yang salah satunya adalah budaya kerja 

yang cenderung lambat dan berbelit-belit dan koordinasi yang cukup 

mudah untuk disampaikan dan sangat sulit di implementasikan akan 

terus terjadi. Oleh karenanya penerapan KOVI OTDA juga 

membutuhkan keterbiasaaan dan komitmen bersama. 

2) Iklim Organisasi; kegiatan sehari-hari, interaksi dan sikap tadi tercermin 

nyata dalam suasana kerja. Hal-hal tersebut dalam bentuk rasa percaya 

mempercayai, kompetisi atau kolaborasi, dukungan atau keinginan saling 

jegal, komunikasi yang terbuka atau tertutup dan sebagainya. Iklim 

organisasi ini sesungguhnya dipengaruhi oleh budaya, nilai dan norma yang 

hidup dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi berkembang dan 

berubah secara perlahan, karena ia merupakan hasil interaksi.  

3) Pertumbuhan dan pembelajar; suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh 

dengan baik bila selain organisasi itu mempunyai produktivitas yang tinggi, 

ia juga dapat memberikan kepuasan kepada para penggunanya. 

Pertumbuhannya bukan pertumbuhan dalam arti bila salah satu unsur 

tersebut dalam mencapai tujuannya mengorbankan unsur yang lainnya. 

Organisasi yang produktif tidak akan mengorbankan unsur lainnya dalam 

mencapai tujuan, tetapi memberikan kepuasan kepada para penggunanya. 

Pertumbuhan organisasi, seperti juga halnya pertumbuhan perorangan, 

merupakan fungsi dari produktivitas dan kepuasan. 

Maka dari analisis Organization as an Open System untuk mengetahui 
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lingkungan kerja organisasi didapat beberapa hal kunci untuk menyelesaikan isu 

strategis perlunya Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse yaitu 

betapa pentingnya pembangunan terhadap sub-sistem yang berkolerasi pada input 

yang dihasilkan, iklim organisasi, dan pertumbuhan dan pembelajaran yang 

berorientasi pada output produktivitas, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan kolaborasi antar level pemerintahan melalui kehadiran KOVI 

OTDA berbasis metaverse.  

1.3 TUJUAN  

Adapun tujuan dari proyek perubahan ini “Akselerasi Pengembangan 

Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui 

Aplikasi Berbasis Metaverse”, dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai 

penulis merumuskan capaian jangka pendek, capaian jangka menengah, dan capaian 

jangka panjang dari proyek perubahan ini sebagai berikut; 

1. Jangka Pendek:  

a. Pengadaan alat Oculus; 

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan dan Implementasi 

KOVI OTDA;  

c. Penyusunan Surat Pemberitahuan penggunaan Aplikasi KOVI OTDA; 

d. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA.  

2. Jangka Menengah:  

a. Penetapan Pemkot Makassar Sebagai Daerah Percontohan Pengunaan 

Konsultasi Berbasis Metaverse.   

b. Penyiapan ruangan khusus penggunaan KOVI OTDA 

3. Jangka Panjang:  

Pengembangan Aplikasi KOVI OTDA dengan menambahkan fitur Sub Sistem 

terintegrasi dari beberapa layanan digital yang berada di dalam lingkup 

Ditjen Otda. 
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1.4 MANFAAT  

Manfaat penguatan dan pengembangan penggunaan KOVI OTDA dilingkup 

Ditjen Otda dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi;  

a. Bagi organisasi:  

Adanya pencapaian dan peningkatan kinerja dan penguatan kolaborasi 

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.  

b. Bagi pemangku kepentingan:  

Adanya kemudahan dalam melaksanakan proses konsultasi Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Pusat dengan mendekatkan rentang kendali.  

1.5 OUTPUT DAN OUTCOME 

Output dari inovasi ini berupa produk akhir yaitu:  

a. Penyediaan alat pendukung pelayanan KOVI OTDA (OCULUS);  

b. Penetapan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan dan Implementasi 

KOVI OTDA; 

c. Dukungan Komitmen Pejabat Lingkup Ditjen Otda dalam 

penggunaan KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif layanan 

konsultasi dengan Pemerintah Daerah 

d. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA  

e. Penetapan Pemerintah Daerah percontohan sebagai langkah awal 

perluasan Implementasi penggunaan Aplikasi KOVI OTDA secara 

terintegrasi pada setiap layanan konsultasi urusan Pemerintah 

Daerah pada setiap level (Provinsi dan Kabupaten/Kota).  

Outcome dari inovasi ini yaitu:  

a. pelayanan konsultasi urusan Pemerintah Daerah yang akuntabel, 

terintegrasi, akurat, efisien, dan efektif sebagai bentuk komitmen 

reformasi birokrasi dalam mendekatkan rentang kendali koordinasi  
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b. Upaya meminimalisir praktik dan ruang transaksional dan dapat 

memonitor dan merekam secara baik jenis layanan konsultasi yang 

dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.   

1.6 TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyusun Proyek Perubahan dengan 

judul  “Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis 

Metaverse”. Pemilihan isu proyek perubahan menitikberatkan pada kebutuhan 

perlunya penguatan konsep kolabrasi antar level pemerintahan salah satunya dalam 

penguatan komunikasi tanpa harus mempertimbangkan letak geografis. Sebagai 

permulaan project leader menggunakan teknik Analisa USG dengan rincian sebagai 

berikut; (urgency) Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan 

dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntuk memecahkan 

masalah, (seriousness) seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan 

akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu 

tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu 

tidak dipecahkan, dan (growth) seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut 

menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin 

memburuk jika dibiarkan. Berdasarkan analisa isu strategis menggunakan metode 

USG pada tabel dibawah ini:  

TABEL 4 

TABEL ISU DAN PENETAPAN ISU METODE USG 

 
 

 

No

. 

 

ISU AKTUAL/ 

MASALAH 

POKOK 

KRITERIA  

 

SKOR 

 

 

PRIORITAS 
 

U 

 

S 

 

G 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Belum meratanya pengetahuan 

dan kompetensi ASN dalam 

memanfaatkan teknologi 

konsultasi berbasis metaverse.  

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

 

III 
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2 Belum tersedianya sarana dan 

prasarana pendukung konsultasi 

virtual berbasis metaverse. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

 

II 

3 Belum terdapatnya komitmen dan  

Standar Alur Pelayanan KOVI 

OTDA dalam penggunaan layanan 

konsultasi secara virtual berbasis 

metaverse dalam urusan 

penyelenggaraan Pemerintahan.  

 

5 

 

4 

 

5 

 

14 

 

I 

 

Keterangan : 
Angka 1 : tidak gawat/mendesak 
Angka 2 : kurang gawat/mendesak 
Angka 3 : cukup gawat/mendesak  
Angka 4 : gawat/mendesak 
Angka 5 : sangat gawat/mendesak 
 

Berdasarkan Analisa USG diatas penulis berkesimpulan bahwa diperlukan 

Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA berbasis metaverse dalam urusan 

penyelenggaraan pemerintahan. Pasca penulis menetapkan isu berdasarkan pemataan 

USG, selanjutnya penulis memetakan pemetaan terhadap isu terpilih menggunakan 

SWOT untuk melihat kekuatan, kesempatan/peluang, kelemahan, dan ancaman yang 

berpotensi dapat terjadi dimasa depan bilamana terjadi optimalisasi pelayanan 

konsultasi metarverse menggunakan KOVI OTDA.  dapat dirumuskan dalam peta 

kerangka SWOT sebagai berikut: 

TABEL 5 

ANALISIS SWOT 

Strengths Weaknesses 

1. Komitmen bersama untuk 

menghasilkan Pelayanan 

Konsultasi kepada Pemerintah 

Daerah yang akuntabel dan 

respoonsif.  

2. Tersedianya sumber daya 

manusia yang memiliki dasar-

dasar pengetahuan pelayanan 

1. Permintaan konsultasi yang tinggi 

menyebabkan kelebihan beban kerja kepada 

aparatur yang disertai dengan minimnya 

jumlah aparatur pada beberapa komponen.  

2. Aplikasi KOVI OTDA masih dalam tahap 

pengembangan dan perlu mendapatkan 

beberapa sentuhan penyempurnaan dan 
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konsultasi dengan kemampuan 

teknologi yang mumpuni pada 

lingkup Ditjen Otda.  

3. Adanya pembentukan tim 

khusus yang akan mengelola 

aplikasi KOVI OTDA dalam 

menanggulangi persoalan dan 

monitoring pelaksanaan 

kegiatan konsultasi virtual 

berbasis metaverse.  

kelengakapn fitur untuk menciptkan system 

pelayanan konsultasi yang terintegrasi. 

3. Membutuhkan spesifikasi dan keterampilan 

khusus dalam mengelola KOVI OTDA yang 

mengharuskan perlunya pelatihan dan 

bimbingan teknis kepada aparatur di level 

Pusat sampai ketingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

Opportunities Threats 

1. Terdapat regulasi yang 

mengatur sistematika 

mekanisme pemberian 

pelayanan konsultasi virtual 

melalui penetapan Standar 

Operasional Prosedur.  

2. KOVI OTDA merupakan 

aplikasi konsultasi virtual 

pertama di lingkup 

Kementerian Dalam Negeri 

yang menggunakan teknologi 

metaverse dengan tujuan 

untuk membuat layanan 

konsultasi jarak jauh terasa 

nyata dan dekat 

1. Penggunaan perangkat penunjang KOVI 

OTDA membutuhkan anggaran yang cukup 

besar dan cukup membebankan pemerintah 

Daerah di tengah pemulihan pasca pandemi 

Covid-19.  

2. Kesulitan untuk menumbuhkan mentalitas 

efisiensi di tataran Pemerintah Daerah 

karena melalui penggunaan konsultasi 

virtual ini berdampak pada menurunnya 

belanja perjalanan dinas Pemerintah 

Daerah ke Pemerintah Pusat  

 

Berdasarkan Analisa SWOT di atas, maka strategi yang dipilih dalam dalam 

menghadapi persoalan dimaksud meliputi;  
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a. Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang melalui diberlakukannya 

sistem konsultasi virtual pada setiap Direktorat di bawah lingkup Ditjen 

Otda, perlu dilakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan 

komunikasi antara Ditjen Otda dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota guna mendukung mandat dan visi organisasi 

yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, transparansi dan 

efektivitas tanpa mengenal sekat jarak geografis yang luas;   

b. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan menumbuhkan 

komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap 

memberikan payung hukum Standar Operasional Prosedur penggunaan 

konsultasi virtual demi menguatnya kolaborasi dan komunikasi antara 

Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Otda Kemendagri dengan 

Pemerintah Daerah.  

Untuk melaksanakan strategi tersebut maka gagasan/terobosan yang diusulkan 

adalah Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse. Gagasan penulis 

di atas dapat tergambar pada alur pikir seperti di bawah ini;  
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Bagan 3 Alur pikir Urgensi proyek perubahan 
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BAB II  

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

2.1 FOKUS PROYEK PERUBAHAN 

Fokus proyek perubahan ini meliputi; 

1. Pembentukan dan pembuatan Surat Keputusan Tim Efektif  

2. Pemilihan Pemerintah Daerah sebagai salah satu studi kasus daerah 

percontohan awal dalam penggunaan Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi 

Daerah (KOVI OTDA) 

3. Pembuatan Komitmen penggunaan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

(KOVI OTDA) dalam pelayanan konsultasi di lingkup Ditjen Otonomi 

Daerah.  

4. Inovasi berupa penetapan Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah (KOVI 

OTDA) dalam melayani Konsultasi Pemerintah Daerah bentuk Standar 

Operasional Prosedur;  

5. Inovasi Perluasan Aplikasi Konsultasi Virtual Ditjen Ditjen (KOVI OTDA) 

berbasis Metaverse berdasarkan Perjanjian Komitmen di Lingkup 

Direktorat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; 

6. Penyediaan alat “oculus” kepada setiap Direktorat di lingkup Direktorat 

Jenderal Otonomi Daerah dalam menunjang kesuksesan penyelenggaraan 

konsultasi berbasis metaverse. 

2.2 MILESTONE PROYEK PERUBAHAN 

Milestones adalah tahapan dan capaian/produk antara yang harus dilakukan 

untuk suatu tujuan akhir yang pelaksanaannya pada jangka pendek, menengah, dan 

panjang yang merupakan rencana tahapan yang akan dilaksanakan selama proses 

implementasi proyek perubahan. Rencana tahapan tersebut terbagi dalam time-frame 

yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan output yang akan dicapai sesuai tujuan 

proyek perubahan. Adapun time-frame dari Proyek Perubahan berupa Akselerasi 

Transformasi Digital Dalam Rangka Konsultasi Virtual Penyelenggaraan Otonomi 
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Daerah Melalui Aplikasi Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah (KOVI OTDA) 

Berbasis Metaverse antara lain; 

Penyusunan inovasi ini terbagi dalam beberapa tahap yakni sebagai berikut: 

No Tahapan/Kegiatan Waktu Output/fisik Hasil 

Jangka Pendek 

1.  Mengkomunikasik

an 

rencana proyek 

kepada Bapak 

Dirjen Otda 

selaku mentor 

Melaporkan 

rencana 

proyek 

perubahan 

kepada 

Bapak Dirjen 

Otda 

M3 

s.d. M4 

September 

2022 

Undangan 

rapat, Paparan, 

Dokumentasi, 

Berita Acara 

persetujuan 

Bapak 

Dirjen Otda 

Tercapainya 

persetujuan 

dari 

Bapak Dirjen 

Otda 

terhadap 

pelaksanaan 

proyek 

2.  Pembentukan Tim 

Efektif 

Rapat dengan 

Kepala Bagian 

Umum dan 

Direktur lingkup 

Ditjen Otda 

M1 s.d M2 

September 

2022 

Undangan Rapat 

Konsolidasi, 

SK Tim Efektif 

Terbentuknya 

Tim Efektif 

optimalisasi 

KOVI OTDA 

3. 3 Rapat penyusunan 

Kerangka Acuan 

Kerja 

pengembangan 

dan penguatan 

penggunaan 

aplikasi KOVI 

OTDA 

Rapat Tim 

Efektif dan 

Lembaga terkait 

dalam 

penyusunan 

kerangka acuan 

pengembangan 

aplikasi KOVI 

OTDA 

M4 

September 

s.d. M1 

Oktober 

2022 

Dokumentasi 

foto, dan TOR 

penyusunan 

pengembangan 

dan penguatan 

penggunaan 

aplikasi KOVI 

OTDA 

Tersusunnya 

kerangka 

acuan kerja 

pengembanga

n dan 

penguatan 

penggunaan 

aplikasi KOVI 

OTDA   
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4. 4 Penerbitan surat 

pemberitahuan 

kepada PEMDA 

terkait 

penggunaan KOVI 

OTDA  

Rapat 

konsolidasi di 

tingkat internal 

M2 s.d. M3 

Oktober 

2022 

Surat 

Pemberitahuan  

Terbitnya 

surat 

pemberitahua

n Ditjen Otda 

kepada 

Pemerintah 

Daerah 

 

5. 5 Penetapan Standar 

Alur Pelayanan 

KOVI OTDA 

Rapat 

Konsolidasi Tim 

Efektif dan 

Komponen 

Direktorat di 

lingkup Ditjen 

OTDA 

M2 s.d M3 

Oktober 

2022 

Penetapan 

Standar Alur 

Pelayanan KOVI 

OTDA 

Terdapatnya 

Penetapan 

Standar Alur 

Pelayanan 

KOVI OTDA 

dalam 

pelayanan 

kepada 

Pemerintah 

Daerah 

6.  Pengadaan alat 

pendukung 

pelayanan KOVI 

OTDA  

Rapat 

Konsolidasi 

dengan Kabag 

Umum dan 

Kabag 

Perencanaan 

bersama Tim 

Efektif 

M3 s.d M4 

Oktober 

2022 

Terdapatnya alat 

pendukung 

pelayanan KOVI 

OTDA yakni 

OCULUS 

Pelayanan 

KOVI OTDA 

dapat 

diimplementa

sikan 

7.  Dukungan dan 

Komitmen Tertulis 

Dirjen Otda dan 

seluruh Direktur 

dalam lingkup 

Ditjen Otda  

Konsolidasi 

dengan para 

pejabat di 

lingkup Ditjen 

Otda 

M3 Oktober 

s.d M2 

November 

2022 

Penyerahan alat 

oculus dan 

pernyataan 

dukungan 

Memastikan 

keberlanjutan 

program 

KOVI OTDA 

dalam 

terlaksana 
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8.  Uji coba layanan 

kepada KOVI 

OTDA  

Kegiatan Uji 

coba pada 

lingkup 

Komponen di 

Internal Ditjen 

Otda.  

M4 Oktober 

s.d M2 

November  

2022 

Dokumen 

laporan 

monitoring dan 

kesiapan 

penggunaan 

KOVI OTDA 

Simulasi 

terhadap 

penggunaan 

pelayanan 

virtual melalui 

KOVI OTDA 

JANGKA MENENGAH 

1.  Penetapan 

Pemkot Makassar 

Sebagai Daerah 

Percontohan 

Pengunaan 

Konsultasi 

Berbasis 

Metaverse 

Melakukan 

penjajakan 

terhadap 

Pemkot  

Makassar 

sebagai daerah 

percontohan 

bagi Pemda lain.   

M1 

November 

2022 s.d M4 

April 2023 

Dokumentasi 

layanan 

konsultasi dan 

laporan hasil 

ujicoba 

Pelayanan 

konsultasi 

yang cepat 

dan efektif 

dengan dapat 

melakukan 

penghematan 

pada khas 

anggaran 

belanja.  

2.  Penyiapan 

ruangan khusus 

penggunaan KOVI 

OTDA  

Menyiapkan  

ruang khusus 

fasilitasi layanan 

konsultasi 

secara virtual 

melalui KOVI 

OTDA berbasis 

metaverse untuk 

pelaksanaan 

Konsultasi 

dalam lingkup 

Ditjen Otda 

Kemendagri.  

M1 

November 

s.d M.4 

Desember 

2022 

Ruangan Khusus 

Konsultasi Virtual 

KOVI OTDA.  

Pelayanan 

konsultasi 

yang cepat 

dan efektif 

dengan dapat 

melakukan 

penghematan 

pada khas 

anggaran 

belanja.  

JANGKA PANJANG 
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1. 1 Pembahasan dan 

Pengembangan 

Aplikasi KOVI 

OTDA dengan 

menambahkan 

fitur Sub Sistem 

terintegrasi dari 

beberapa layanan 

digital yang berada 

di dalam lingkup 

Ditjen Otda. 

Rapat dengan 

seluruh 

komponen 

direktorat di 

lingkup 

Ditjen Otda 

M1 Mei 2023 

s.d. 

M4 Mei 

2024  

Undangan 

rapat, 

dokumentasi 

rapat, Berita 

Acara Rapat 

Terlaksananya 

pembahasan 

dan 

penguatan 

konsultasi 

berbasis 

metaverse 

dengan 

Pemerintah 

Daerah.  

2.  Pembahasan 

Penyusunan 

system terintegrasi 

dengan layanan 

digital dilingkup 

Kementerian 

Dalam Negeri 

Rapat antara 

Ditjen Otda 

dengan Seluruh 

Ditjen dilingkup 

Kemendagri 

 

M1 Mei 2023  

s.d. 

M4 Mei 

2024 

Laporan dan 

grand design 

penyusunan 

sistem pelayanan 

konsultasi 

terintegrasi 

 

Terintegrasiny

a pelayanan 

publik yang 

akuntabel dan 

responsif 

 

 

2.3 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA 

Kendala yang dihadapi pada implementasi inovasi ini dan perumusan 

solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 

Potensi Kendala Solusi 

Waktu pengerjaan lebih lama 

dibandingkan timeline yang sudah  

direncanakan. 

Pemantauan secara berkala pada setiap 

tahapan dengan melakukan monitoring dan 

evaluasi secara kolektif kolegial dengan 

pembentukan tim efektif yang 

dikoordinasikan langsung project leader. 
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Keterbatasan anggaran dalam 

penyediaan infrastruktur pendukung 

pelayanan KOVI OTDA, selain itu 

diperlukan pula konektivitas yang tinggi 

di daerah. Kondisi existing masih 

terdapat beberapa daerah yang belum 

memiliki konektivitas tinggi di wilayah 

timur contohnya.   

 

Merumuskan plot rencana anggaran dalam 

rencana kerja tahun anggaran 2023 sebagai 

upaya pengadaan sarana pendukung dan 

penguatan dalam implementasi KOVI 

OTDA.  

Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI 

OTDA dalam penyelenggaraan konsultasi 

virtual belum popular digunakan di 

kalangan pemerintah.  

Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI 

OTDA butuh eksplorasi dan pendalaman 

terhadap mekanisme penyusunannya 

dengan melibatkan berbagai stakeholders 

terkait (Kementerian/Lembaga Teknis dan 

masukan pemerintah Daerah) untuk 

merumuskan Penetapan Standar Alur 

Pelayanan KOVI OTDA yang memudahkan 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Konsistensi implementasi pelayanan 

konsultasi virtual berbasis metaverse 

ditingkat Pemerintah 

(Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota).  

Pelayanan konsultasi berbasis digital 

membutuhkan sosialisasi secara 

menyeluruh dan berkelanjutan sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama dalam 

proses perubahan konsultasi yang sifatnya 

konvensional ke arah metaverse berbasis 

pada digital seperti menumbuhkan budaya 

kerja dan pembangunan ulang perspektif 

efisiensi secara berjenjang dari tingkat 

daerah sampai ke tingkat pusat 
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Kehadiran Tim efektif bersumber dari 

aparatur di lingkup Ditjen Otda, 

sementara disisi lain personil Tim Efektif 

merupakan bagian dari aparatur di 

beberapa komponen yang memiliki beban 

kerja dan tanggung jawab menjalankan 

tugas dan fungsi pokoknya sebagaimana 

amanat peraturan perundang-undangan 

dan jabatan yang melekat padanya. 

Dalam beberapa kesempatan dapat 

dipastikan bahwa Tim Efektif tidak dapat 

bekerja totalitas pada tim ini karena 

terdapat tugas yang melekat pada dirinya 

sebagai aparatur di bawah lingkup Ditjen 

Otda.  

 

Penyusunan SK Tim dengan Jadwal Rapat 

tersetruktur agar memudahkan dalam 

manajemen waktu serta pegawai yang telah 

disetujui oleh masing-masing atasan 

langsung dari personil Tim Efektif  guna 

percepatan dalam proses penyempurnaan 

aplikasi KOVI OTDA   

 

2.4 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 

Faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian 

tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sebagai berikut: 

1. Dukungan dan komitmen penuh dari para stakeholders dalam implementasi 

KOVI OTDA 

2. Terbangunnya Komunikasi Yang efektif dan Efisien antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah 

3. Efisiensi dan efektivitas kinerja tim teknis dalam Penetapan Standar Alur 

Pelayanan KOVI OTDA dan sosialisasi terhadap pelayanan KOVI OTDA 

kepada Pemerintah Daerah 

4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala implementasi KOVI OTDA dengan 

memperhatikan masukan perbaikan dari seluruh komponen 
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5. Penguatan terhadap sarana pendukung dalam penyelenggaraan KOVI OTDA 

dari sisi infrastruktur dan kecapakan serta kesadaran sumber daya aparatur 

penyelenggara pemerintahan di setiap level pemerintahan.  

2.5 IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS 

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini menerapkan dua pendekatan 

yaitu strategi marketing selama proses penyusunan proyek perubahan dan strategi 

marketing hasil proyek perubahan. Strategi ini untuk mendukung keberhasilan 

marketing proyek perubahan dengan cara menjalin kolaborasi yang optimal dengan 

stakeholders. Strategi marketing yang diterapkan selama proses penyusunan proyek 

perubahan dirumuskan dengan mengidentifikasi dan memetakan stakeholders. Hasil 

dari identifikasi dan peta stakeholders akan menentukan strategi agar stakeholders 

dapat mendukung proyek perubahan. Berikut merupakan pemetaan stakeholders;  
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BAGAN 4 PETA PEMANGKU KEPENTINGAN  

(Proyek Perubahan) 

 

 
 

 

 
LATENT  PROMOTER 

1. Satuan kerja lingkup 
Kementerian Dalam Negeri 

2. Satuan Kerja lingkup 
Kementerian/Lembaga 

 1. Dirjen Otda Kemendagri  
2. Sesditjen Otda Kemendagri 
3. Direktur pada lingkup Ditjen 

Otda Kemendagri 
4. Kepala Subdirektorat pada 

lingkup Ditjen Otda Kemendagri 

   

   

APATHETIK  DEFENDER 

1. Lembaga Swadaya Masyarakat 
2. Masyarakat 

 

 1. Seluruh staf pada Direktorat 
Jenderal Otonomi Daerah  

2. Pemerintah Daerah Provinsi  
3. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kota 

 

 

Bagan 5 Peta Pemangku Kepentingan 

Peta pemangku kepentingan di atas bilamana digambarkan dalam table beserta 

dengan dukungan yang diharapkan dalam pelaksanaan proyek perubahan sebagai 

berikut;   

1. Promotors (Pengaruh Tinggi Kepentingan Tinggi)  

Stakeholders Dukungan Yang Diharapkan 

Dirjen Otda 

Kemendagri 

Mendukung proyek perubahan ini untuk meningkatkan 

efisiensi dan akuntabilitas metode konsultasi melalui 

pengembangan dan penguatan penggunaan KOVI OTDA 

berbasis metaverse.  

 KEPENTINGAN 

TINGGI 

KEPENTINGAN 

RENDAH 

PENGARUH 

RENDAH 

PENGARUH 

TINGGI 
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Sesditjen Otda 

Kemendagri 

Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dan 

dukungan komitmen seluruh Direktur dalam lingkup Ditjen 

Otda Kemendagri. 

Direktur pada lingkup 

Ditjen Otda 

Kemendagri 

Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar milestone proyek 

perubahan jangka pendek, tengah, dan panjang dapat 

dipastikan terlaksana.  

Kepala Subdirektorat 

pada lingkup Ditjen 

Otda Kemendagri 

Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar milestone proyek 

perubahan jangka pendek, tengah, dan panjang dapat 

dipastikan terlaksana. 

2. Latens (Pengaruh Tinggi Kepentingan Rendah)  

Stakeholders Dukungan Yang Diharapkan 

Satuan kerja lingkup 

Kementerian Dalam 

Negeri 

Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar milestone 

proyek perubahan jangka pendek, tengah, dan Panjang 

dapat terealisasi pada seluruh komponen direktorat 

jenderal di Kementerian Dalam Negeri, dalam upaya 

efisiensi dan akselerasi akuntabilitas penyelenggaraan 

konsultasi berbasis virtual metaverse.  

3. Defender (Pengaruh Rendah Kepentingan Tinggi)  

Stakeholders Dukungan Yang Diharapkan 

Seluruh staf pada 

Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah 

Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar milestone 

proyek perubahan jangka pendek, tengah, dan Panjang 

dapat terealisasi pada seluruh komponen direktorat 

jenderal otonomi daerah.  

Pemerintah Daerah 

Provinsi  

Membangun komitmen dan kolaborasi di lingkup OPD 

terkait untuk memulai membudayakan penggunaan 

KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif dalam 

pelaksanaan konsultasi kepada Ditjen Otda 

Kemendagri.  
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Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kota 

Membangun komitmen dan kolaborasi di lingkup OPD 

terkait untuk memulai membudayakan penggunaan 

KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif dalam 

pelaksanaan konsultasi kepada Ditjen Otda 

Kemendagri. 

4. Apathetic (Pengaruh Rendah Kepentingan Rendah)  

Stakeholders Dukungan Yang Diharapkan 

Masyarakat dan LSM Terlibat secara aktif agar mendorong dan mengawasi 

penyelenggaraan KOVI OTDA agar dapat terlaksana 

secara masif untuk di implementasikan, dan agar dapat 

terlibat memberitakan kebermanfaatan dan nilai-nilai 

positif penggunaan KOVI OTDA dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.  

 

Sementara itu, pendekatan strategi marketing hasil proyek perubahan di 

susun dengan metode strategi marketing mix yakni sebagai berikut: 

1. Produk:  

a. Optimalisasi KOVI OTDA untuk mempercepat pelayanan konsultasi antara 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai wujud refornasi 

birokrasi dalam akselerasi pemecahan persoalan di daerah; 

b. Pengadaan Oculus sebagai infrastruktur pendukung KOVI OTDA. 

2. Place : 

Aplikasi diharapkan dapat menjangkau komponen kerja lingkup Ditjen Otda 

Kemendagri. 

3. Promotion: menyusun strategi komunikasi dengan stakeholder antara lain: 

a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai bagian dari 

penyelenggara pemerintahan dai daerah yang menggunakan konsultasi 

virtual dalam rangka sosialisasi dan pemecahan masalah didaerah dan 
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sebagai bagian dari kolaborasi terhadap kecepatan pelaporan kondisi actual 

di lapangan;  

b. Lintas Komponen (Direktorat Jenderal) di Kemendagri sebagai upaya 

reformasi birokrasi dalam menekan upaya transaksional dalam rangka 

mitigasi penyalahgunaan kewenangan di level penyelenggara 

Pemerintahan.  

2.6 RENCANA STRATEGIS TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN 

Penyusunan proyek perubahan tidak terlepas dari berbagai peran pemangku 

kepentingan yang terlibat baik secara aktif maupun pasif. Pembagian tugas dengan 

jelas sangat membantu percepatan pelaksanaan aktivitas aksi perubahan. Pengaruh 

struktur tim yang terlibat dalam penyusunan proyek perubahan dapat tergambarkan 

pada tabel di bawah ini;  

 

Tabel 6  

Susunan dan Peran Aktor yang terlibat dalam penyusunan Proyek Perubahan 

No Aktor Peran Uraian 

1.  Dirjen Otda 

Kemendagri 

Mentor Berperan sebagai pembimbing 

dan pengarah project leader yang 

berlandaskan pada sikap 

profesionalisme dengan 

memberikan dukungan penuh 

dalam perancangan, memberikan 

persetujuan atas rancangan 

inovasi proyek perubahan, 

memantau dan memberikan 

timbal balik atas perkembangan 

proyek perubahan, dan menjadi 

inspirator bagi project leader 

untuk melakukan inovasi yang 

dilakukan. 
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2.  Coach Widyaswara Ahli 

Utama BPSDM 

Kemendagri 

Berperan sebagai konselor project 

leader dalam mengerjakan 

inovasi dan memberikan masukan 

yang konstruktif dalam pemetaan 

terhadap inovasi yang diberikan 

dan memberikan saran masukan 

bilamana terjadi kendala dalam 

aktualisasi saat menjalankan 

proyek perubahan dari project 

leader 

3.  Project 

Leader  

 

Sekretaris Ditjen Otda 

Kemendagri 

Berperan menyusun rancangan 

inovasi perubahan, 

mendelegasikan pembuatan 

laporan rancangan inovasi 

perubahan, menyelenggarakan 

kesepakatan dengan pemerintah 

daerah, Menyusun tim efektif 

berdasarkan tingkat 

proporsionalitas, memimpin 

eksekusi dan mengarahkan 

seluruh rencana agenda proyek 

perubahan yang telah dirancang 

dengan pemetaan terhadap 

efisiensi dan efektivitas, serta 

melibatkan seluruh Direktorat di 

lingkup Ditjen Otda untuk 

mendukung terciptanya 

pelayanan konsultasi virtual yang 

terintegrasi.  

 

4.  Tim Pokja  Seluruh Kasubdit dan 

Kasubbag di Lingkup 

Berperan untuk turut serta 

memberikan masukan dan 
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Ditjen Otda 

Kemendagri 

terlibat aktif dalam 

menindaklanjuti gagasan dan 

memastikan Output serta 

Outcome dalam Proyek 

Perubahan dapat 

terimplementasikan khususnya 

dalam mengawal milestone jangka 

panjang.  

5.  Tim Efektif Staf pada 5 (lima) 

Direktorat dalam 

lingkup Ditjen Otda 

Kemendagri  

Berperan dalam mendukung 

project leader dalam 

melaksanakan tahapan-tahapan 

kegiatan pada proyek perubahan 

dan memastikan millestone 

jangka pendek, menengah, dan 

Panjang dapat terlaksana.  

6.  Tim 

Administrasi  

Staf pada Sekretariat 

Ditjen Otda 

Kemendagri 

Berperan mendukung dan 

membantu pemimpin aksi 

perubahan dalam kelengkapan 

administrasi dan dokumentasi. 

7.  Stakeholders ➢ Internal :  

Satuan kerja lingkup 

Ditjen Otda 

Kemendagri sebagai 

pemberi layanan 

konsultasi melalui 

inovasi yang 

dirumuskan dari 

proyek perubahan 

➢ Eksternal :   

Pemerintah Daerah 

Provinsi dan 

Pemerintah 

Berperan dalam mendukung dan 

memberikan timbal balik atas 

proses bisnis yang mendapat nilai 

tambah dari tersusunnya inovasi. 

Stakeholders pada proyek 

perubahan 
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Kabupaten/Kota 

sebagai pengguna 

layanan konsultasi 

berbasis digital. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

A. CAPAIAN OUTPUT MILESTONE JANGKA PENDEK 

Pelaksanaan PKN Tingkat II yang dilakukan penulis dalam rangka 

mengimplementasikan proyek perubahan jangka pendek sejak  (tanggal 19 

September s.d 11 November 2022) telah berhasil menyelesaikan 8 (delapan) 

milestones atau 100% dari 8 (delapan) milestones jangka pendek yang 

direncanakan dalam Rencana Proyek Perubahan. Penjelasan rinci atas capaian 

milestones dan output yang dihasilkan sebagai berikut;  

3.1 Mengkomunikasikan rencana proyek perubahan kepada Bapak 

Dirjen Otda selaku mentor (M3 s.d M4 September 2022) 

Project leader dalam tahap awal pemilihan dan penyusunan rancangan 

proyek perubahan melakukan konsultasi kepada mentor sebanyak dua kali dengan 

tujuan agar memastikan proyek perubahan merupakan salah satu alternatif untuk 

meningkatkan efektifitas dan perbaikan kinerja Ditjen Otda Kemendagri dalam 

menjalankan fungsinya. Ouput yang dihasilkan Paparan Awal Proyek 

perubahan, Dokumentasi, Berita Acara Persetujuan mentor, lampiran 

terlampir sebagaimana berikut;  

 

Gambar 5 Paparan Awal Project Leader kepada Mentor terkait KOVI OTDA 
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Gambar 6 Deskripsi Proyek Perubahan Project Leader kepada Mentor terkait KOVI OTDA 

 

Gambar 7 Konsultasi Project Leader kepada Mentor 
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Project Leader melakukan konsultasi kepada Mentor atas kegiatan-

kegiatan dalam Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Tim Efektif, termasuk 

pihak-pihak yang akan dimintakan dukungan terhadap proyek perubahan ini. 

Mentor memberikan arahan antara lain;   

No. Arahan dan Masukan Mentor Tanggapan Project Leader 

1.  Merumuskan mekanisme penggunaan KOVI 

OTDA jika akan diimplementasikan dalam 

seluruh Direktorat di bawah naungan Ditjen 

Otda Kemendagri 

 

Menyetujui saran dan 

arahan mentor 

2.  Perlu adanya dukungan tertulis Direktur di 

bawah naungan Ditjen Otda agar 

pelaksanaan KOVI OTDA dapat terealisasi 

dilingkup Ditjen Otda.  

Menyetujui saran dan 

arahan mentor 

 

Upaya yang dilakukan project leader merupakan langkah awal sebagai 

upaya memastikan bahwa keberadaan KOVI OTDA diarahkan pada pendekatan  

penyelenggaraan pemerintahan untuk menyatukan upaya-upaya kolaboratif 

pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih 

luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program 

dan pelayanan publik. Project leader menitikberatkan pada karakteristik 

pendekatan harmonisasi aktor penyelenggara pemerintahan, sehingga pada 

prinsipnya terdapat beberapa nilai penting yang mengemuka yakni; 

kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup 

keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. 

3.2 Pembentukan Tim Pokja dan Tim Efektif (M1 s.d M2 

September 2022) 

Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor yakni Bapak Dirjen Otda 

Kemendagri, kemudian dilakukan tahapan pembentukan tim Pokja dan tim efektif 

proyek perubahan. Output dari agenda ini berupa undangan rapat dan SK 

Tim Efektif Ditjen Otda. Pembentukan Tim Efektif dilakukan sebanyak 2 (dua) 
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kali dengan agenda; a) Konsolidasi penetapan SDM yang akan mengisi tim efektif 

dengan mempertimbangkan kecakapan dan kebutuhan dalam kesuksesan 

pelaksanaan Proyek Perubahan dan b) penetapan rencana teknis dalam 

pelaksanaan proyek perubahan.  

 

Gambar 8 Undangan rapat penyusunan tim teknis 
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Gambar 9 Rapat pembentukan tim teknis 

Rapat pembentukan tim teknis, dipimpin langsung oleh project leader dan 

di hadiri oleh seluruh perwakilan Direktorat di lingkup Ditjen Otda Kemendagri 

dan menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti yang tertuang 

sebagaimana tabel di bawah ini:  

Tabel 3.6 Poin-Poin Penting Penyusunan Tim Efektif 

No. Asal Peserta Masukan/Persetujuan 

1.   Bagian Umum Otda Pada Prinsipnya Bagian Umum siap 

mendukung proyek perubahan Project 

Leader. Untuk pengadaan alat oculus untuk 

Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan 

pengadaan alat oculus sebanyak 6 buah yang 

akan dibagi kepada 5 (lima) Direktorat di 

lingkup Ditjen Otda dan 1 (satu) akan 

ditempatkan di sekretariat.   
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2.  Bagian Perencanaan Siap mendukung agenda project leader 

dalam simulasi dan sosialisasi penggunaan 

KOVI OTDA pada daerah percontohan yang 

akan dibahas secara teknis dalam rapat 

teknis.  

3.  Direktorat PD, Otsus, dan 

DPOD 

Mendukung proyek perubahan untuk dapat 

di implementasikan secara menyeluruh pada 

setiap Direktorat di lingkup Ditjen Otda 

dengan pertimbangan beban pekerjaan yang 

tinggi yang melekat pada direktorat ini dapat 

terbantu dengan kehadiran KOVI OTDA 

karena konsultasi dapat dilakukan dimana 

pun tanpa memperhatikan jarak geografis. 

Pada Prinsipnya Direktorat PD, Otsus, dan 

DPOD siap menugaskan stafnya sesuai 

dengan kebutuhan project leader.    

4.  Direktorat FKDH  Mendukung proyek perubahan project 

leader untuk mengimplementasikan KOVI 

OTDA untuk diterapkan pada seluruh 

komponen direktorat Ditjen Otda.  

5.  Direktorat FKKPD Mendukung penuh ide dan gagasan Project 

Leader, keberadaan KOVI OTDA dirasa 

belum optimal digunakan. Pasca peresmian 

KOVI OTDA bulan maret lalu penggunaan 

KOVI OTDA tidak masif dilakukan, 

direktorat FKKPD telah memberikan 

pelatihan secara khusus kepada beberapa 

staf untuk mendalami penggunaan KOVI 

OTDA berbasis metaverse secara 

menyeluruh.  

6.  Direktorat PHD Mendukung proyek perubahan project 

leader untuk mengimplementasikan KOVI 
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OTDA untuk diterapkan pada seluruh 

komponen direktorat Ditjen Otda. 

7.  Direktorat EKPKD Mendukung proyek perubahan project 

leader untuk mengimplementasikan KOVI 

OTDA untuk diterapkan pada seluruh 

komponen direktorat Ditjen Otda. 
 

Berdasarkan hasil kesepakatan secara bulat dalam rapat pertama 

disepakati bahwa terdapat komitmen yang sama untuk segera membentuk tim 

efektif guna menunjang kegiatan Proyek Perubahan. Pembentukan tim ini dalam 

proyek perubahan telah mendapat pengesahan secara mandatori yang tertuang 

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 068.05-5561 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan Akselerasi 

Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah, dengan maksud dan 

tujuan mengatur perencanaan, pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana 

kerja aparatur yang efisien dan efektif sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya 

serta memberikan jaminan kelancaran pelaksanaan proyek perubahan sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan dalam mensukseskan pelaksanaan KOVI 

OTDA. SK tim proyek perubahan terlampir sebagai berikut;  
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Gambar 10 SK Tim Proyek Perubahan 
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Gambar 11 Perumusan rencana teknis dalam implementasi proyek perubahan 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di atas telah ditentukan pemetaan 

terhadap tugas teknis tim efektif yang menjadi rincian tugas pokok dari Tim adalah 

sebagai berikut:  

a. Menelusuri Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat di 

jadikan sebagai daerah percontohan dan uji coba pelaksanaan Konsultasi 

Virtual Otonomi Daerah. 

b. Mengkoordinasikan, memonitoring dan melaksanakan uji coba 

pelaksanaan sosialisasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah dalam 

lingkup Ditjen Otda dan kepada Pemerintah Daerah.  

c. Membantu project leader untuk berkoordinasi dengan Direktorat di 

lingkup Ditjen Otda dalam perumusan kebutuhan dan masukan terhadap 

akselerasi pemanfaatan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.  

d. Menyusun strategi dan rencana perbaikan sebagai tindaklanjut dari hasil 

pelaksanaan uji coba Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.  

e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada project leader.  
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3.3 PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA 

PENGEMBANGAN PENGGUNAAN KONSULTASI VIRTUAL 

OTONOMI DAERAH (M4 September s.d M1 Oktober 2022) 

Project leader pada tahap ketiga menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

atau dalam bahasa inggris sering kita sebut TOR, untuk di masukan pada agenda 

kegiatan Tahun anggaran 2023. KAK KOVI OTDA ditujukan untuk memastikan ke 

depan bahwa agenda konsultasi secara virtual berbasis metaverse dapat di 

implementasikan di lingkup Ditjen Otda. Ouput yang dihasilkan KAK 

Pengembangan Penggunaan KOVI OTDA dan undangan rapat internal 

sebagai berikut;   

 

Gambar 12 KAK KOVI OTDA I 
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Gambar 13 KAK KOVI OTDA II 

Pada tahap pertama  penyusunan KAK Project Leader bersama tim efektif 

berkoordinasi dengan seluruh direktorat dalam lingkup Ditjen OTDA untuk 

mendapatkan masukan dan rekomendasi kebutuhan yang diperlukan, terdapat 

beberapa hal yang mengemuka dalam penyusunan KAK di antaranya; pertama,  

bahwa perlu ada kesepakatan tertulis atau sebuah regulasi tertentu yang 

menjelaskan kriteria tertentu urusan-urusan apa saja yang dapat dikonsultasikan 

secara virtual dan konsultasi dengan topik seperti apa yang perlu konsultasi secara 

langsung. Kedua, substansi dalam KAK harus memuat setidaknya urgensitas dan 

kebutuhan serta alur mekanisme pelayanan konsultasi virtual sebagai bagian dari 

justifikasi urgensi kebutuhan pelayanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

sebagai salah satu alternatif jalur konsultasi antara Kemendagri Ditjen Otda 

Kemendagri dengan Pemerintah Daerah.  
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Gambar 14 Penyusunan KAK KOVI OTDA  

3.4 PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMDA 

TERKAIT PENGGUNAAN KOVI OTDA (M2 s.d M3 Oktober 

2022) 

Tahapan milestone ke empat dalam tahapan jangka pendek adalah 

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kepada Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan 

KOVI OTDA. Proses penerbitan Surat Pemberitahuan penggunaan KOVI OTDA 

sebelumnya telah dikonsultasikan secara intensif oleh project leader dengan 

Mentor selaku Dirjen Otda dan Sekjen Kemendagri selaku Plh. Dirjen Otda. 

Penerbitan Surat Pemberitahuan untuk memastikan bahwa program KOVI OTDA 

tersosialisasi kepada Pemerintah Daerah. Surat Pemberitahuan dimaksud dapat 

dilihat pada bagian di bawah ini;  
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Gambar 15 SE Pengguaan KOVI OTDA dalam rangka konsultasi 

Penggunaan KOVI OTDA merupakan salah satu langkah maju dalam 

mengimplentasikan kolaborasi antara Government to Government (G2G). 

Konteks KOVI OTDA yang digagas oleh project leader merupakan manifestasi 

dalam marwah konsep G2G. G2G dalam hemat project leader merupakan tulang 

punggung pemerintahan elektronik karena pemerintah pusat akan mengandalkan 

informasi dalam ruang virtual untuk mendapatkan masukan atau keluhan dan 

gambaran kondisi terkini yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam segala 

aspek penyelenggaraan pemerintahan. Interaksi dalam G2G adalah berbagi dan 

pertukaran informasi antar instansi pemerintah atau antar tingkat pemerintahan 

yang berbeda, komunikasi dan koordinasi secara daring, dan penyimpanan arsip 
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pemerintah secara daring. G2G adalah penting dalam rangka berbagi data dan 

melakukan pertukaran elektronik antar aktor pemerintah, yang melibatkan baik 

pertukaran antar lembaga di tingkat nasional, maupun pertukaran antar lembaga-

lembaga tingkat nasional, provinsi, dan lokal. Project leader menitikberatkan 

konsep G2G sebagai bagian dari komunikasi dalam pemerintahan secara 

elektronik.  

Lebih lanjut G2G merupakan bentuk administrasi-elektronik (e-

administration), sebagai contoh dari G2G adalah memantapkan dan 

menggunakan “gudang data umum” (a common data warehouse). Karakteristik 

dominan dari G2G adalah komunikasi, koordinasi, standarisasi informasi dan 

layanan. Menurut G2G merupakan interaksi elektronik antara berbagai cabang 

pemerintahan. G2G berkaitan dengan berbagi data dan melakukan pertukaran 

elektronik antar instansi pemerintahan. Konsep KOVI OTDA setidaknya 

mendukung konsep keterhubungan antar level pemerintahan dalam penguatan 

kolaborasi pemerintahan. Membandingkan fenomena model komunikasi sejauh 

ini dan model komunikasi yang diharapkan di masa datang yang mempengaruhi 

pemberian layanan oleh pemerintah kepada publik. Model komunikasi modern 

sangat cocok untuk pemerintahan di era pemerintahan berbasis elektronik 

sekarang ini dengan gambaran sebagai berikut: 
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Bagan 5 Pola Komunikasi Modern dan Tradisional 

Selanjutnya project leader memposisikan keberadaan KOVI OTDA 

sebagai sebuah mata rantai untuk menghubungkan antara pusat jaringan provinsi, 

dua pusat jaringan lokal yang terhubung dengan ke pusat jaringan Inti 

(Pemerintah Pusat). Infrastruktur jaringan e-government tiga tingkat telah 

dikembangkan dengan menggunakan model e-government interaktif. Model 

kolaborasi pusat inti yang mengubungkan pusat jaringan lokal dibawahnya 

setidaknya menunjukkan sistem komunikasi dan kolaborasi jaringan tiga tingkat 

untuk tiga tingkat pemerintahan dapat menjamin efektifitas dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Simpul jaringan divisi yang terhubung ke pusat jaringan sementara dan 

pusat jaringan provinsi terhubung ke pusat jaringan pemerintah pusat. Bagan 

kolaborasi tersebut juga merupakan dapat juga menjadi justifikasi kebutuhan 

jangka panjang dalam proyek perubahan ini yakni menjadikan KOVI OTDA 

sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan layanan digital lain dilingkup 

komponen Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut dalam fitur KOVI OTDA ke 

depan berdasarkan masukan yang project leader perlu melakukan penambahan 
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fitur seperti fitur pengesahan dan atau keabsahan hasil konsultasi.  Bagan struktur 

organisasi sebagaimana dimaksud diatas tertuang pada bagan di bawah ini:  

 

Bagan 6 struktur pemerintahan elektronik hubungan antar tingkatan pemerintahan 

3.5 PENETAPAN STANDAR ALUR PELAYANAN KOVI OTDA (M2 

s.d M3 OKTOBER 2022) 

Milstone ke 5 (lima) dalam proyek perubahan ini adalah menyusun 

panduan teknis Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA. Kondisi existing 

project leader dan tim efektif telah menyusun panduan teknis prosedur 

Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan terjaminnya kejelasan dalam prosedur mekanisme Penetapan 

Standar Alur Pelayanan dan pelaksanaan KOVI OTDA. Ouput dari milestone 

ini adalah Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA.  

 Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA yang dirumuskan oleh 

project leader diharapkan menjadi suatu pedoman, bagaimana ASN dilingkup 

Ditjen Otda dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi diruang virtual 

berbasis metaverse. Implikasinya permintaan konsultasi dapat termonitor 
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dengan baik sehingga dalam perumusan waktu konsultasi dapat dilaksanakan 

secara tepat waktu. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA ini telah 

dikonsultasikan dengan beberapa pemangku kepentingan, setelah didapat 

rekomendasi dan dukungan dari Mentor dan Direktur di lingkup Ditjen Otda 

maka dilanjutkan dengan penyusunan mekanisme penyusunan Penetapan 

Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA. Penyusunan mekanisme tersebut 

dilakukan bersama Tim Efektif, mekanisme tersebut telah rampung sesuai jadwal 

yaitu pada minggu ke-3 bulan Oktober. Pada praktiknya implementasinya proyek 

perubahan ini menghasilkan sebuah product yakni mekanisme Penetapan 

Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA, sebagai berikut;  

 

Gambar 16 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA 
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Gambar 17 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Tampilan Antar Muka Registrasi 

 

Gambar 18 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Tampilan Awal 
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Gambar 19 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Pembuatan Akun 

 

 
Gambar 20 Tampilan Beranda Awal Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

 

     

               

            

               

             

       

        

         



55 

 

3.6 PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PELAYANAN KOVI OTDA 

(M3 s.d M4 Oktober 2022) 

Milstone ke 6 (enam) dalam proyek perubahan ini adalah pengadaan alat 

pendukung pelayanan KOVI OTDA. Output dari milestone agenda ini adalah alat 

“oculus” yang diberikan kepada 5 (lima) Direktorat dilingkup Ditjen Otda. 

Ouput dari milestone ini adalah terdapatnya alat oculus pada setiap 

direktorat di lingkup Ditjen Otda. Oculus merupakan alat dengan 

mengedepankan teknologi virtual reality yang dapat digunakan untuk 

mengadakan acara secara online. Meski hanya di dunia virtual, penyelenggaraan 

acara bisa tetap interaktif. Virtual reality dapat menghadirkan bidang pandang 

yang seakan nyata, sehingga konten lebih memukau dan menarik, fasilitas yang 

diberikan alat oculus dalam menunjang kegiatan KOVI OTDA menciptakan 

ruang konsultasi menjadi “nyata” meskipun hanya bertemu dalam ruang dunia 

metaverse.  

Pemberian alat oculus telah dilaksanakan sebagaimana jadwal 

perencanaan yang telah disusun di awal penyusunan proyek perubahan. Alat 

oculus telah diberikan ke 5 (lima) Direktorat di lingkup Ditjen Otda. Hal ini 

sebagai bentuk komitmen project leader dalam memastikan proyek perubahan 

dapat terimplementasi pada seluruh direktorat di lingkup Ditjen Otda 

Kemendagri. Inisiasi ke depan untuk Tahun 2023 project leader telah 

memasukkan dalam perencanaan dan penganggaran untuk pengadaan alat 

ocolus yang berjumlah 25 (dua puluh lima) yang nantinya di bagikan kepada 

seluruh masing-masing subdirektorat di lingkup Ditjen Otda. Foto dokumentasi 

sebagai berikut:  
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Gambar 21 Penyerahan alat oculus kepada Direktur PDOD 

 

Gambar 22 Penyerahan alat oculus kepada Direktur FKKPD 
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Gambar 23 Penyerahan alat oculus kepada Direktur FKDH 

 

Gambar 3.20 Penyerahan alat oculus kepada Direktur PHD 
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3.7 DUKUNGAN DAN KOMITMEN TERTULIS DIRJEN OTDA DAN 

SELURUH DIREKTUR DALAM LINGKUP DITJEN OTDA (M3 

OKTOBER S.D M2 NOVEMBER 2022) 

Milestone ke 7 (tujuh) dalam proyek perubahan ini adalah pengadaan 

penerbitan dukungan dan komitmen tertulis dari para pejabat eselon 1 dan eselon 

2 di lingkup Ditjen Otda. Output yang dihasilkan berupa dokumen tertulis 

yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat di lingkup Ditjen 

Otda.  

Dokumen komitmen yang diserahkan merupakan bentuk penguatan 

kerjasama antar instansi pemerintah yang sampai detik ini dianggap masih sangat 

kurang. Sinergisme dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih sangat 

minim. Hal ini membuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government 

di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju yang telah berhasil 

menerapkan pelayanan dan koordinasi secara terintegrasi satu pintu. Proses 

kolaboratif dan kepemimpinan bersama masih kerap diabaikan karena ego 

sektoral. Pada masa New Normal nanti, sinergitas dan koordinasi antar lembaga 

sangatlah dibutuhkan, akses ke kantor-kantor institusi pemerintah akan dibatasi, 

bilamana penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya memuat konsultasi 

tetap diberlakukan secara konvensional tidak dialihkan kepada pelayanan berbasis 

elektronik secara terpadu, maka hal dipastikan menghambat jalannya 

pemerintahan.  

Para pemangku kepentingan harus merombak dan mengoptimalisasikan 

model integrasi vertikal dan integrasi horizontal berbasis elektronik, melalui surat 

dukungan ini sebagai langkah awal wujud sinergitas dan kolaborasi serta 

kesatupaduan komitmen yang sama di lingkup pejabat eselon 1 dan eselon 2 

lingkup Ditjen Otda. Berikut project leader lampirkan surat pernyataan dukungan 

penggunaan KOVI OTDA;  
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Gambar 25 Surat dukungan Direktur FKKPD penggunaan KOVI OTDA 
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Gambar 26 Surat dukungan Direktur PDOD penggunaan KOVI OTDA 
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3.8 UJI COBA LAYANAN KOVI OTDA DI LINGKUP DITJEN OTDA 

KEMENDAGRI (M4 OKTOBER S.D M2 NOVEMBER 2022) 

Milestone ke 8 (delapan) dalam proyek perubahan ini adalah kegiatan uji 

coba pada lingkup komponen di internal Ditjen Otda Kemendagri. Ouput yang 

dihasilkan adalah laporan kesiapan ASN dilingkup ditjen Otda dalam 

penggunaan KOVI OTDA dan foto dokumentasi. Pelaksanaan uji coba di 

lingkup internal ditjen Otda dihadiri oleh beberapa pejabat struktural eselon 3 dan 

pejabat fungsional di lingkup Ditjen Otda. Pasca terbitnya dokumen dan 

komitmen dari masing-masing direktur di lingkup Ditjen Otda, project leader 

mengadakan uji coba penggunaan alat oculus dan KOVI OTDA, hal ini dilakukan 

untuk mensosialisasikan keberadaan KOVI OTDA sekaligus sebagai bentuk 

brainstorming persiapan penggunaan KOVI OTDA secara menyeluruh pada 

Tahun 2023 pada lingkup Ditjen Otda.  

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus 

pemahaman teknis cara penggunaan KOVI OTDA dalam proses konsultasi, 

berdasarkan hasil uji coba penerapan terdapat beberapa kendala yang ditemukan,  

dan bersamaan dengan hal tersebut project leader bersama tim efektif telah 

merumuskan solusi dalam menanggulangi kendala tersebut sebelum pada Tahun 

anggaran 2023 KOVI OTDA akan diberlakukan secara menyeluruh. Daftar 

kendala dan solusinya dapat terlihat pada tabel di bawah ini;  

Tabel 7 Daftar kendala dan solusi persiapan pelaksanaan KOVI 

OTDA untuk Tahun Anggaran 2023 

No. Kendala yang dihadapi Solusi yang dapat dilaksanakan 

1.  Masih banyak ASN yang belum 

memahami secara fasih 

penggunaan alat oculus.  

➢ Perlu ada pembekalan dan 

pelatihan penggunaan alat 

oculus kepada pegawai dilingkup 

Ditjen Otda 
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➢ Perlu menunjuk 

PIC/penanggung jawab khusus 

pada setiap subdirektorat untuk 

memfasilitasi secara teknis 

proses konsultasi virtual 

2.  Alat oculus yang tersedia dinilai 

tidak ramah untuk digunakan 

dalam jangka waktu yang lama, 

karena dalam beberapa kasus 

tertentu ditemukan menimbulkan 

efek samping di antaranya; 

pusing dan otot mata berkedut.  

Project leader bersama tim efektif 

dan Kabag Umum Ditjen Otda telah 

menemukan alat sejenis oculus yang 

lebih ramah yakni Hololens untuk 

digunakan dalam jangka waktu yang 

lama, dan telah disepakati 

pengadaan yang akan diberikan 

kepada seluruh subdirektorat pada 

Tahun anggaran 2023.   

3.  Penggunaan KOVI OTDA 

berbasis metaverse 

membutuhkan akses internet 

yang stabil, kondisi existing hal 

tersebut belum tersedia setiap 

saat.  

Project Leader telah bersepakat 

dengan Kabag Umum dan Kabag 

Perencanaan untuk tahun 2023 akan 

ada penguatan akses internet pada 

setiap ruangan Kepala Subdirektorat 

di lingkup ditjen Otda untuk 

memastikan konsultasi virtual yang 

dilakukan menggunakan layanan 

KOVI OTDA berjalan lancar.  
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Gambar 27 Uji coba internal I penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda 

 

Gambar 28 Uji coba internal II penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda 
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Gambar 29 Uji coba internal III penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda 

B. CAPAIAN OUTPUT MILESTONE JANGKA MENENGAH 

Pelaksanaan PKN Tingkat II yang dilakukan penulis dalam rangka 

mengimplementasikan proyek perubahan jangka menengah sejak  (tanggal 19 

September s.d 11 November 2022) telah berhasil menyelesaikan 2 (dua) milestones 

atau 100% dari 2 (dua) milestones jangka menengah yang direncanakan dalam 

Rencana Proyek Perubahan. Penjelasan rinci atas capaian milestones dan output 

yang dihasilkan sebagai berikut; 

3.9 PENETAPAN PEMKOT MAKASSAR SEBAGAI DAERAH 

PERCONTOHAN PENGUNAAN KONSULTASI BERBASIS 

METAVERSE 

Milestone ke 9 (sembilan) dalam proyek perubahan ini adalah kegiatan uji 

coba pada lingkup komponen di internal Ditjen Otda Kemendagri. Ouput yang 

dihasilkan adalah Dokumentasi layanan konsultasi dan laporan hasil 

ujicoba. Pemilihan Kota Makassar sebagai daerah percontohan berdasarkan 
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hasil riset dari project leader dan tim efektif yang disertai dengan konfirmasi oleh 

Kadis Kominfo Kota Makassar bahwa Kota Makassar memiliki program yang 

serupa dengan KOVI OTDA dengan nama “Makaverse” yang berarti Makassar 

Kota Metaverse. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut kemampuan adaptasi 

yang mumpuni. Kota Makassar sudah memiliki pondasi menuju Kota berbasis 

pada Metaverse, yakni dengan penerapan sistem Sombere and Smart City. 

Dalam rangka optimalisasi hal tersebut membutuhkan koordinasi yang apik, 

utamanya di lingkup Pemkot Makassar, Pemprov Sulawesi Selatan, dan 

Kementerian/Lembaga terkait termasuk di dalamnya Kemendagri.  

Pemilihan Kota Makassar setidaknya menegaskan 2 (dua) hal penting, 

pertama bahwa era kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk 

memperpendek rentang kendali pemerintahan khususnya dalam penguatan 

kolaborasi antar level pemerintahan. Kedua, pandemi Covid-19 mengajarkan 

bahwa perlu ada alternatif lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya 

dibidang konsultasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah, komunikasi antar level pemerintahan tidak selalu bergantung pada 

model komunikasi konvensional yang mengharuskan pertemuan tatap muka 

oleh karenanya dibutuhkan perubahan pola pikir untuk turut serta 

memanfaatkan arus teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.     

Berdasarkan hasil kegiatan uji coba KOVI OTDA menghasilkan beberapa 

poin penting yang tertuang dalam laporan rapat dengan pokok-pokok inti sebagai 

berikut;  

a. Pemkot Makassar pada prinsipnya mendukung penyelenggaraan KOVI 

OTDA berbasis metaverse, dan kondisi existing Kota Makassar sedang dalam 

tahap pengembangan Kota Metaverse dengan penguatan sarana dan 

prasarana pendukung di antaranya, penguatan koneksi jaringan 5G, 

pengadaan Oculus untuk tahun anggaran 2023, dan penyiapan tempat-

tempat khusus yang dapat mengakses layanan berbasis metaverse, dan 

sebagainya.  

b. Pengunaan layanan pemerintahan berbasis metaverse salah satunya dapat 

berwujud pada konsultasi virtual harus menjamin keamanan data tanpa 

mengurangi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.  
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c. Perlu ada pelatihan secara menyeluruh kepada ASN penyelenggara 

Pemerintahan baik ditingkat Pusat dan Daerah untuk memahami 

mekanisme kerja layanan berbasis metaverse secara berkala. Sehingga jika 

dibutuhkan perlu membuat kesatuan tim ahli penggunaan metaverse yang 

melekat pada masing-masing komponen dalam tahap awal pengembangan 

dan pembiasaan penggunaan metaverse dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan.   

d. Diperlukan pengaturan teknis untuk mengatur hal-hal apa saja yang dapat 

dikonsultasikan secara virtual, lebih lanjut kaitannya dengan KOVI OTDA 

bahwa perlu ada pengaturan dalam menjelaskan mekanisme pengesahan 

dokumen apakah dapat dilakukan di dalam fitur layanan berbasis metaverse 

yang di tawarkan.  

 

Gambar 30 Uji coba penggunaan I KOVI OTDA bersama Pemkot Makassar 
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Gambar 31 Uji coba penggunaan II KOVI OTDA bersama Pemkot Makassar 

 

Gambar 32 Tampilan Ruang Metaverse I bersama Pemkot Makassar 
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Gambar 33 Tampilan Ruang Metaverse II bersama Pemkot Makassar 

 

Gambar 34 Tampilan Ruang Metaverse III bersama Pemkot Makassar 
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3.10 PENYIAPAN RUANGAN KHUSUS PENGGUNAAN KOVI OTDA 

Milestone ke 10 (sepuluh) dalam proyek perubahan ini adalah kegiatan uji 

coba pada lingkup komponen di internal Ditjen Otda Kemendagri. Ouput yang 

dihasilkan adalah ruangan khusus Konsultasi Virtual KOVI OTDA. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh project leader bersama tim efektif 

berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Perencanaan 

Ditjen Otda untuk mempersiapkan ruangan khusus yang akan ditempati oleh 

Pemerintah Daerah bilamana ingin melakukan konsultasi jika dalam kondisi 

tertentu Pemerintah Daerah telah hadir di Jakarta.  

Kehadiran ruang khusus dalam rangka optimalisasi penggunaan KOVI 

OTDA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyiapan sumber daya 

manusia aparatur yang melek teknologi dan kesiapan perubahan budaya kerja 

menuju arah digitalisasi. Kesiapan ruangan ini didalamnya memuat koneksi 

internet, alat oculus, layar monitor. Berdasarkan hasil konsolidasi Project Leader 

dengan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Otda ruang 

yang di pilih terletak di Lantai 8 Gedung F Kemendagri yang letaknya persis 

disebelah ruang rapat utama Ditjen Otda, dan hal ini juga telah mendapat 

persetujuan Mentor yang merupakan Dirjen Otda Kemendagri.  

Ruangan khusus dimaksud kondisi existing dalam posisi siap untuk 

digunakan dan dioperasionalisasikan secara penuh pada Tahun 2023. Berikut 

foto ruangan khusus yang diproyeksikan sebagai ruangan KOVI OTDA yang akan 

digunakan dilingkup Ditjen Otda Kemendagri;  
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Gambar 36 Ruangan Khusus I Penggunaan KOVI OTDA 
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Gambar 37 Ruangan Khusus II Penggunaan KOVI OTDA 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Direkorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai peran untuk 

memberikan layanan konsultasi kepada Pemerintah Daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam upaya menjalankan peran Pembinaan dan 

Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 

13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja. Proyek perubahan 

dengan judul Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse. 

Semua hal  yang dilakukan dalam Proyek perubahan diyakini akan menjadi 

pondasi dalam keberlanjutan Program Konsultasi Virtual Otonomi Daerah 

(KOVI OTDA) yang merupakan bagian dari upaya penguatan kolaborasi 

pemerintahan (G2G) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

khususnya dalam memudahkan mekanisme konsultasi dengan memanfaatkan 

teknologi guna meminimalisir praktik-praktik transaksional dan penguatan 

terhadap akuntabilitas bilamana dibutuhkan pelacakan kesesuaian konsultasi 

dengan pemecahan masalah yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan dan manfaat 

proyek perubahan telah mencapai target yang disusun diantaranya;   

a. Penyediaan alat pendukung pelayanan KOVI OTDA (OCULUS); 

b. Dukungan Komitmen Pejabat Lingkup Ditjen Otda dalam penggunaan 

KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif layanan konsultasi dengan 

Pemerintah Daerah; 

c. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA; 

d. Penetapan Pemerintah Daerah percontohan sebagai langkah awal 

perluasan Implementasi penggunaan Aplikasi KOVI OTDA secara 

terintegrasi pada setiap layanan konsultasi urusan Pemerintah Daerah pada 

setiap level (Provinsi dan Kabupaten/Kota); 
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e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan Aplikasi. 

Proyek perubahan ini telah berhasil menyelesaikan target kegiatan utama 

pada tahapan jangka pendek yang terdiri dari 8 milestones. Bahkan proyek 

perubahan ini telah berhasil melaksanakan kegiatan pada milestones 9 dan 10 

yang merupakan target kegiatan pada tahapan jangka menengah. Berdasarkan 

hal tersebut di atas untuk program jangka Panjang sebagaimana tertuang dalam 

milestones proyek perubahan ini project leader dan tim efektif berdasarkan 

arahan dan bimbingan Mentor pasca seminar proyek perubahan akan 

melanjutkan milestones pada tahapan jangka Panjang dengan memperhatikan 

kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada masa yang akan datang 

4.2 REKOMENDASI 

Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah yang dibangun merupakan langkah 

awal dalam meningkatkan pelayanan konsultasi tanpa harus bertatap muka 

sehingga berimplikasi dapat melakukan penghematan anggaran dalam belanja 

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu beberapa rekomendasi yang perlu 

ditindaklanjuti agar seluruh milestones proyek perubahan untuk jangka 

panjang dapat tercapai antara lain:  

a. Untuk keberlanjutan implementasi KOVI OTDA diperlukan dukungan 

anggaran untuk mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan KOVI OTDA termasuk di dalamnya perlu ada 

penguatan dan pembekalan kepada aparatur penyelenggaraan 

Pemerintahan di pusat dan daerah;  

b. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai salah satu alternatif layanan 

konsultasi dengan Pemerintah Pusat; 

c. Diperlukan komitmen bersama dalam pengembangan dan 

pengintegrasian KOVI OTDA dalam seluruh sistem layanan kepada 

Pemerintah Daerah oleh seluruh Direktorat di lingkup Ditjen Otda 

Kemendagri.  
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d. Perlu ada penyusunan Keputusan Dirjen Otda yang memerintah kepada 

setiap komponen di lingkup Ditjen Otda membuat laporan yang berisi 

implementasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan KOVI OTDA sebagai 

layanan konsultasi per 6 (enam) bulan sekali dalam setiap tahun anggaran. 

4.3 PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

Pengerjaan proyek perubahan ini melibatkan pengembangan dalam potensi diri antara 

lain: 

1. Meningkatnya kemampuan analisis dalam mengidentifikasi kebutuhan atas 

pelayanan pemerintahan ditingkat pusat sebagai solusi untuk memecahkan 

persoalan panjangnya proses birokrasi di pemerintahan. 

2. Meningkatnya kemampuan membangun kerja sama dan penanaman terhadap 

aparatur penyelenggara pemerintahan untuk mensukseskan reformasi birokrasi 

melalui pendekatan pelayanan berbasis pada kemudahan dan kecanggihan 

teknologi; dan 

3. Meningkatnya kemampuan manajerial dalam  mengorganisasikan pihak-pihak 

yang terlibat dalam proyek perubahan yang disertai dengan pelibatan seluruh 

pemangku kepentingan (internal & eksternal) dalam melaksanakan program 

kerja organisasi, semangat kolaborasi dan harmonisasi dengan perangkat 

organisasi lain dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelaksanaan program 

menjadi salah satu instrumen keberhasilan. Semangat kolaborasi harus 

dibangun atas dasar kesepakatan dalam mencapai visi dan tujuan yang selaras. 

Hal tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki 

tanggung jawab dan komitmen terhadap kelanjutan kolaborasi. Untuk itu 

penting untuk menjaga dimensi fundamental dalam membangun kolaborasi 

yakni keterbukaan masing-masing aktor yang terlibat, sehingga masing-masing 

kolaborator yang terlibat memiliki pandangan dan pemahaman yang sama 

tentang tujuan akhir dari kolaborasi yang dilakukan. 

4. Meningkatnya kepekaan dana anlisa terhadap kebutuhan Pemetaan inovasi 

pelayanan yang diperlukan sebagai bagian dalam menumbuhkembangkan 

budaya cepat tanggap untuk melahirkan budaya kerja yang berbasis kinerja 
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sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya. Sehingga dalam rangka 

mensukseskan agenda tersebut otomatisasi berbagai peralatan dan mekanisme 

pelayanan, diperlukan sebuah sistem gabungan yang bisa bekerja sama antara 

satu dengan yang lain dalam memecahkan masalah, dan memudahkan proses 

pelayanan, maupun penelusuran atas proses yang sedang berjalan. 
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